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TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH MUHALLIL

A. Pengertian Akad

Akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukataik) dan kabul
(pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kekesgari'ah yang
berpengaruh kepada obyek perikataRukun yang pokok dalam akad
(perjanjian) itu adalaljab-qgabul yaitu ucapan penyerahan di satu pihak dan
ucapan penerimaan di pihak lain. Adanpab-gabul dalam pernikahan ini
merupakan indikasi adanya saling ridha dari pihalklp yang mengadakan
akad pernikahan.

Pernikahan berlangsung secara hukum bila padargh terdapat
saling ridha yang menjadi kriteria utama dan salsuatu akad. Namun suka
saling ridha itu merupakan perasaan yang berada padian dalam dari
manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lailehkarenanya diperlukan
suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adamyasaan dalam tentang
saling ridha itu. Para ulama terdahulu menetapjdngabul itu sebagai suatu
indikasi?

ljab-gqabul adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakin&atang
adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu anidepat menemukan cara

lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi sepalihg mengangguk atau

"Mustafa Ahmad Zargasl-Madhal al-Figh al’am,Beirut: Darul al-Fikr, 1968, him. 247-
248
“Amir Syarifuddin,Garis-garis Besar FighJakarta: Kencana, 2003, him. 195
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saling menanda tangani suatu dokumen, maka yangkidentelah memenuhi
unsur suatu akad.
B. Unsur-Unsur Akad

Setidaknya ada 2 (dua) istilah dalam Al-Qur'an ydeghubungan
dengan perjanjian, yaital-'aqdu (akad) daral-'ahdu (janji). Pengertian akad
secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakaankal-rabth) maksudnya
adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujungdtaii mengikatkan
salah satunya pada yang lainnya hingga keduanysarbbung dan menjadi
seperti seutas tali yang sdtiataal-'aqduterdapat dalam QS. al-Maidah (5):
1, bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnyauklg Fathurrahman
Djamil, istilah al-'agdu ini dapat disamakan dengan istikaérbintenisdalam
KUH Perdatd. Sedangkan istilafal-'ahdu dapat disamakan dengan istilah
perjanjian atauovereenkomstyaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk
mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yaad ti@érkaitan dengan
orang lair Istilah ini terdapat dalam QS. Ali Imran (3): ¥&jtu "sebenarnya
siapa yang menepati janji (huruf tebal dari pepufisang dibuat)nya dan
bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai oraagepyang bertakwd."

Para ahli Hukum Islam (jumhur ulama) memberikaninigf akad

sebagai: "pertalian antara ijab dan kabul yang ndiden oleh syara yang

%Ghufron A. Mas'adi,Figih Muamalah Kontekstualcet. 1, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002, him. 75.

* Faturrahman Djamil,ukum Perjanjian Syari‘dh dalam Kompilasi Hukum Perikatan
oleh Mariam Darus Badrulzaman et al., cet. 1, BagdiCitra Aditya Bakti, 2001, him. 247-248.

*lbid., him. 248

®Departemen Agamal-Qur'an dan Terjemahnyad. Revisi, Semarang: Kumudasmoro
Grafindo Semarang, 1994, him. 88.
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menimbulkan  akibat hukum terhadap obyeknya."Abdoerraoef

mengemukakan terjadinya suatu perika@ragdy melalui tiga tahap, yaitu

sebagai berikuft:

1. Al'Ahdu (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang kuntelakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidaksadgkut pautnya
dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat osemy menyatakannya
untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti ydifigmankan oleh
Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3): 76.

2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihaku&kedhtuk melakukan
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai teakadap janji yang
dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan terdedius sesuai dengan
janji pihak pertama.

3. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya gata pihak, maka
terjadilah apa yang dinamakakdu oleh al-Qur'an yang terdapat dalam
QS. al-Maidah (5): 1. Maka, yang mengikat masingin@pihak sesudah
pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjiau ahduitu, tetapiakdu

Sebagai contoh, jika A menyatakan janji untuk mdirgebuah mobil

kemudian B menyatakan janji untuk menjual sebualbitnmaka A dan B

berada pada tahdphdu Apabila merek mobil dan harga mobil disepakati

oleh kedua pihak, maka terjadi persetujuan. Jika danji tersebut

"Ahmad Azhar BasyirAsas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Ijlad. Revisi,
Yogyakarta: Ull Press, 2000, him. 65; dan Teungkindnmad Hasbi Ash Shiddiedgengantar
Figih Mu'amalah cet. 1, ed. 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra71®im. 14.

8Abdoerraoef, Al-Quran dan llmu Hukum: A Comparative Studyjakarta: Bulan
Bintang, 1970, him. 122-123.
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dilaksanakan, misalnya dengan membayar uang taddgejlebih dahulu oleh
A, maka terjadi perikatan atéakdudi antara keduanya.

Proses perikatan ini tidak terlalu berbeda dengasgs perikatan yang
dikemukakan oleh Subekti yang didasarkan pada Kl#idd&a. Subekti
memberi pengertian perikatan adalah "suatu pertgéoutmukum antara dua
orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yatugberhak menuntut
sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yamg terkewajiban untuk
memenuhi tuntutan itt’"Sedangkan, pengertian perjanjian menurut Subekti
adalah "suatu peristiwa di mana seorang berjama#ie seorang lain atau di
mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakesuatu hat®
Peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubungan daga orang-orang tersebut
yang disebut dengan perikatan. Dengan demikianrigdn antara perikatan
dengan perjanjian adalah perjanjian menerbitkarnka@n. Seperti yang
tercantum dalam Pasal 1233 KUH Perdata, bahwargienamerupakan salah
satu sumber perikatan.

Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatanaahtakum Islam
dan KUH Perdata adalah pada tahap perjanjiannyda Rakum Perikatan
Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kadimerupakan dua
tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkada pgUH Perdata,
perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedudaldsatu tahap yang
kemudian menimbulkan perikatan di antara merekanuvie A Gani

Abdullah, dalam Hukum Perikatan Islam, titik tolalgkang paling

® Subekti,Hukum Perjanjiancet. 14, Jakarta: Intermasa, 1992, him. 1.
10 |
Ibid.
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membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikaér dan kabul) dalam
tiap transaksi. Apabila dua janji antara para pitedsebut disepakati dan
dilanjutkan dengan ikrar (ijab dan kabul), makgatditah agdu (perikatan).
. Rukun dan Syarat Akad

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa definisi akadahdpertalian
antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syamaQjymenimbulkan akibat
hukum terhadap obyeknya. Dari definisi tersebutatiajyperoleh tiga unsur
yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai bettkut:
1. Pertalian ijab dan kabul

ljab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihakilmuntuk
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatwl ldblah pernyataan
menerima atau menyetujui kehendakijib tersebut oleh pihak lainnya
(gqaabil). ljab dan kabul ini harus ada dalam melakkan suatu perikatan.
Bentuk dari ijab dan kabul ini beraneka ragam darnatkan pada bagian
rukun akad.

2. Dibenarkan oleh syara'

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dersyani'ah atau
hal-hal yang diatur oleh Allah SWT. dalam al Qur'aan Nabi
Muhammad SAW, dalam Hadits. Pelaksanaan akad,rtgkad, maupun
objek akad tidak boleh bertentangan dengan syadi&h bertentangan,
akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagapkpisuatu perikatan

yang mengandung riba atau objek perikatan yand tidaal (seperti

“Mas'adi,op. cit, him 1. 76-77 dan Djamigp. cit, him. 248
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minuman keras), mengakibatkan tidak sahnya suatikap@en menurut
Hukum Islam.
3. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya
Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum gtasf).
Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objpgkum yang
diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikanskkuensi hak dan
kewajiban yang mengikat para pihak.

Akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukumdisabut dengan
tasharruf. Musthafa Az-Zarqa, mendefinisikan taslaradalah "segala
sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendsdorseg dan syara’
menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak eemjiban)*? Menurut
Mustafa az-Zarqa, tasharruf memiliki dua bentuliuysebagai berikut®
a. Tasharruf fi'li (perbuatan).Tasharruf fi'li adalah usaha yang dilakukan

manusia dari tenaga dan badannya, seperti mendgalué yang tandus
atau mengelola tanah yang dibiarkan kosong olehlizeya.

b. Tasharrufgauli (perkataan)Tasharruf gauliadalah usaha yang keluar dari
lidah manusia. Tidak semua perkataan manusia digkén pada suatu
akad. Ada juga perkataan yang bukan akad, tetapupakan suatu
perbuatan hukunTasharruf gauliterbagi dalam dua bentuk, yaitu sebagai
berikut:

1) Tasharruf qauli agdadalah sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan dua

pihak yang saling bertalian, yaitu dengan menguaapkab dan

Ylbid, him. 77
Y3bid., him. 78. Lihat juga Ash Shiddieqgp.cit, him. 25-27.



19

kabul. Pada bentuk ini, ijab dan kabul yang dilakulpara pihak ini

disebut dengan akad yang kemudian akan melahitkaiu perikatan

di antara mereka.

2) Tasharruf gqauli ghairu agdmerupakan perkataan yang tidak bersifat
akad atau tidak ada ijab dan kabul. Perkataandai yaang berupa
pernyataan dan ada yang berupa perwujudan.

(a) Perkataan yang berupa pernyataan, yaitu peagaimtu hak atau
mencabut suatu hak (ijab saja), seperti ikrar wakabr talak,
pemberian hibah. Namun, ada juga yang tidak sepanda
mengenai hal ini, bahwa ikrar wakaf dan pemberiabah
bukanlah suatu akad. Meskipun pemberian wakaf dahhanya
ada pernyataan ijab saja tanpa ada pernyataan ,kkbdua
tasharruf ini tetap termasuk dalaasharrd yang bersifat akad.

(b) Perkataan yang berupa perwujudan, yaitu dengafakukan
penuntutan hak atau dengan perkataan yang menyabablanya
akibat hukum. Sebagai contoh, gugatan, pengakuadegan
hakim,. sumpah. Tindakan tersebut tidak bersifatngiiat,
sehingga tidak dapat dikatakan akad, tetapi terkngsubuatan
hukum.

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rd&arsyarat yang

harus dipenuhi. Secara bahasa, rukun adalah "yangs Idipenuhi untuk
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sahnya suatu pekerjaatf,"'sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan,
petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakuk&n."

Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukunabArukr,
jamaknya arkan secara harfiah antara lain berarti tiang, pengpdan
sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsurel@gmen. Sedangkan
syarat (Arab, syarth jamaknya syara'ith) secara literal berarti pertanda,
indikasi dan memastikan. Dalam istilah para ahlkum Islam, rukun
diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjagise&esuatu yang lain dari
keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu wlengan (unsurnya) itu
sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikmaka subjek (pelaku)
berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasadaderukun bagi sifat, dan
yang disifati &l-maushuf menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun
syarat, menurut terminologi para fugaha sepertrdiftilasikan Muhammad
Al-Khudlari Bek, ialah: "sesuatu yang ketidakadasnnmengharuskan
(mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri.h@emikian itu terjadi,
kata Al-Khudlari, karena hikmah dari ketiadaan ayaitu berakibat pula
meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum.

Dalam syari‘ah, rukun, dan syarat sama-sama mekantsah atau
tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukusdahd"suatu unsur yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu pexbuatiau lembaga yang

menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebuadiamatau tidak adanya

“Departemen Pendidikan Nasion&amus Besar Bahasa Indonesidakarta: Balai
Pustaka, 2002, him. 966.

“Ibid., him. 1114,

®™Muhammad Amin SumaHukum Keluarga Islam di Dunia Islamlakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004, him. 95
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sesuatu itu* Definisi syarat adalah “"sesuatu yang tergantundamga
keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukumsendiri, yang
ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak &B&rbedaan antara rukun
dan syarat menurut ulama Ushul Figih, bahwa ruk@mupekan sifat yang
kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia teknoedam hukum itu
sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang degga tergantung
keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukumséndiri*® Sebagai
contoh, rukuk dan sujud adalah rukun shalat. laupedtan bagian dari shalat
itu sendiri. Jika tidak ada rukuk dan sujud daldvala, maka shalat itu batal,
tidak sah. Syarat shalat salah satunya adalah wudhuhu merupakan
bagian di luar shalat, tetapi dengan tidak adanydhw, shalat menjadi tidak
sah.

Pendapat mengenai rukun perikatan atau sering udigega dengan
rukun akad dalam Hukum Islam beraneka ragam dnigala para ahli figih.
Di kalangan mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rakad hanya sighatl-
‘aqd, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan syarat akad adaldygidain (subjek
akad) danmahallul 'aqd (objek akad). Alasannya adalatt'agidain dan
mahallul ‘agdbukan merupakan bagian d@sharruf agadperbuatan hukum
akad). Kedua hal tersebut berada di luar perbuaka. Berbeda halnya
dengan pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i tetknsam Ghazali dan

kalangan mazhab Maliki termasuk Syihab al-Karakhhwaal-'agidain dan

YAbdul Azis Dahlan, ed.Ensiklopedi Hukum Islanijilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van
Hoeve, 1996, him. 1510

Ibid., him. 1691.

“Ibid., him. 1692.
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mahallul 'aqdtermasuk rukun akad karena kedua hal tersebut palkan
salah satu pilar utama dalam tegaknya &Rad.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun akad addlaygidain,
mahallul 'aqd dansighat al-'aqd Selain ketiga rukun tersebut, Musthafa az-
Zarga menambamaudhu'ul ‘agd(tujuan akad). la tidak menyebut keempat
hal tersebut dengan rukun, tetapi dengangawimat ‘aqd(unsur-unsur
penegak akad) Sedangkan menurut T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, ked¢rhph
tersebut merupakan komponen-komponen yang harugnup untuk
terbentuknya suatu akad.

Dalam konteksnya dengan uraian di atas, bahwa datansaksi
ekonomi dikenal pula istilakhiyar. Kataal-khiyar dalam bahasa Arab, berarti
pilihan. Pembahasan al-khiyar dikemukakan para @laRigih dalam
permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bigardpta khususnya
transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagiakdsilah pihak yang
melakukan transaksi (akad) ketika terjadi bebepgraoalan dalam transaksi
dimaksud.

Secara terminologis para Ulama Figih mendefinisikarkhiyar
dengan: Hak pilih bagi salah satu atau kedua balek yang melaksanakan
transaksi untuk melangsungkan atau membatalkasatkanyang disepakati
sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yangkuleda transaksi.

Hak khiyar ditetapkan syariat Islam bagi orang-grgang melakukan

transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam tiksisgang mereka lakukan,

“Mas'adi,op. cit, him. 79
“bid. him. 81. Lihat juga Djamilpp.cit, him. 252-258.
“Ash-Shiddieqypop. cit, hal. 23. 80-86 3.
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sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatuakangercapai dengan
sebaik-baiknya, Status khiyar, menurut Ulama Figdglah disyariatkan atau
dibolehkan karena masing-masing pihak yang melaktrieamsaksi.
Berikut dikemukakan beberapa pengertian masingngasiyar.
1) Khiyar al-Majlis
Yang dimaksud dengan khiyar al-majlis, yaitu hakhpkedua
belah pihak yang berakad untuk membatalkan akddmsekeduanya
masih berada dalam majelis akad (di ruangan toko) ltElum berpisah
badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap gabila kedua belah
pihak yang melaksanakan akad telah terpisah badansalah seorang di
antara mereka telah melakukan pilihan untuk mergaal atau membeli.
Khiyar seperti ini hanya berlaku dalam suatu tresisajang bersifat
mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan kanssperti jual-bel
dan sewa menyewa.
Dasar hukum adanya khiyar al-majlis ini adalah @aRdsulullah
SAW. yang berbunyi: "Apabila dua orang melakukaadajial-beli, maka
masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selamaulagla belum
berpisah badan ,. ."(HR. al-Bukhari dan Muslim ddrdullah ibn 'Umar)
Para pakar hadis menyatakan, bahwa yang dimaksudkan
Rasulullah SAW. dengan kalimat "berpisah badan"laddasetelah
melakukan akad jual-beli barang diserahkan kepadabpli dan harga
barang diserahkan kepada penjual. Imam an-Nawauhadis dan pakar

figih Syafi'i, mengatakan bahwa untuk menyatakanjys dan pembeli
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telah berpisah badan, seluruhnya diserahkan sepgaklepada kebiasaan
masyarakat setempat di mana jual-beli itu berlamgsu
Khiyar at-Ta'yin

Yang dimaksud dengan khiyaat-ta'yin, yaitu hak pilih bagi
pembeli dalam menentukan barang yang berbeda &sialéglam jual-beli.
Contoh adalah dalam pembelian keramik, misalnya, yahg berkualitas
super (KW 1) dan sedang (KW 2). Akan tetapi, pemisk mengetahui
secara pasti mana keramik yang super dan mana ikeyang berkualitas
sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukamtuan pakar
keramik dan arsitek. Khiyar seperti ini, menuruaitdh Hanafiyah adalah
boleh. Dengan alasan, bahwa produk sejenis yargpdarkualitas sangat
banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secaratipaleh pembeli,
sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agarbeli tidak
tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai derkggerluannya, maka
khiyar at'ta'yin diperbolehkan.
Khiyar asy-Syarth

Yang dimaksud dengakhiyar asy-syarth yaitu hak pilih yang
ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad lkduanya atau bagi
orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jelal-belama masih
dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya, jdimmengatakan
"saya beli barang ini dari engkau dengan syaraa $mrhak memilih

antara meneruskan atau membatalkan akad selamiagggmi



25

Para Ulama Figih sepakat menyatakan, bakiviygar asy-syarthni
dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-heakbeli dari unsur
penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjughiyar asy-syarth
menurut mereka hanya berlaku dalam transaksi yamgifat mengikat
kedua belah pihak, seperti jual-beli, sewa meny@aeserikatan dagang,
danar-rahn (jaminan utang). Untuk transaksi yang sifatnyakichengikat
kedua belah pihak, seperti hibah, pinjam-meminjgerwakilan &l-
wakalah), dan wasiat, khiyar seperti ini tidak berlaku.nidean juga
halnya dalam akad jual- beli pesanbai(as-salam danash-sharf(valuta
asing), khiyar asy-syarthjuga tidak berlaku sekalipun kedua akad itu
bersifat mengikat kedua belah pihak yang berakakria dalam jual beli
pesanan, diisyaratkan pihak pembeli menyerahkamwelharga barang
ketika akad disetujui, dan dalam akash-sharfdiisyaratkan nilai tukar
uang yang dijualbelikan harus diserahkan dan ddpaiasai (diterima)
masing-masing pihak setelah persetujuan dicapandakad. Sedangkan
khiyar asy-syarthmenentukan, bahwa baik barang maupun nilai/ harga
barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelglgaeg waktu khiyar
yang disepakati itu selesai.

Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar ibn Huzail (728-47M), pakar
figih Hanafi dan Imam asy-Syafi'i (150- 204 H/76320 M), tenggang
waktu dalamkhiyar asy-syarthtidak lebih dari tiga hari. Hal ini sejalan
dengan hadis yang berbicara tent&hgyar asy-syartyaitu hadis tentang

kasus Habban ibn Mungiz yang melakukan penipuaandgual-bel,
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sehingga para konsumen mengadu kepada Rasulullshh $ang ketika

itu bersabda sebagai berikut:

"Apabila seseorang membeli suatu barang, maka &alak (pada
penjual): Jangan ada tipuan! Dan saya berhak ntendélam tiga
hari".(HR. al-Bukhari dan Muslim dari Umar).

Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa tenggang wakiw i
ditentukan sesuai dengan keperluan itu boleh barbetuk setiap objek
akad. Untuk buah-buahan, khiyar tidak boleh lekah datu hari. Untuk
objek lainnya, seperti tanah dan rumah diperlukaktw lebih lama.
Dengan demikian, menurut mereka, tenggang waktu sargantung pada
objek yang diperjualbelikan.

Khiyar syarat berakhir dengan salah satu dari sbbakut itu:

a) Terjadi penegasan pembatalan akad atau penetzp

b) Berakhir batas waktu khiyar.

c) Terjadi kerusakan pada objek akad. Jika kearsdkrsebut terjadi
dalam penguasaan pihak penjual, maka akadnyadsdberakhirlah
Khiyar. Namun, apabila kerusakan tersebut terjatiird penguasaan
pembeli, maka berakhirlah khiyar namun tidak mewkah akad.

d) Terjadi penambahan atau pengembangan dalamugsaen pihak
pembeli, baik dari segi jumlah seperti, beranaku dbartelur atau
mengembang

e) Wafatnya shahibul khiyar, ini menurut pendajdaihzab Hanafiyah

dan Hanabilah. Sedangkan Mahzab Syafiiyah dan kijah
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berpendapat bahwa hak khiyar dapat berpindah kephtawaris
ketika shahibul khiyar berakhir.
4) Khiyar al'Aib

Yang dimaksud denganKhiyar al'Aib, yaitu hak untuk
membatalkan atau melangsungkan jual-beli bagi kdahlah pihak yang
berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objed ggoerjualbelikan,
dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika @kéerlangsung.
Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kilngreemudian satu
butir di antaranya sudah busuk atau ketika telpechhkan sudah menjadi
anak ayam. Hal ini sebelumnya belum diketahui, baié&h penjual
maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut paakar figih,
ditetapkan hak khiyar bagi pembeli. Dasar hukkhiyar al'Aib di
antaranya; adalah sabda Rasulullah SAW. yang bgrbi8esama muslim
itu bersaudara; tidak halal bagi seorang muslimjatetarangnya kepada
muslim lain, padahal pada barang terdapat ‘aibicédR. Ibn Majah dari
‘Ugbah ibn ‘Amir)

Khiyar al'Aib ini, menurut kesepakatan Ulama Figih, berlakukseja
diketahuinya cacat pada barang yang dijualbelikemadhpat diwarisi oleh
ahli waris pemilik hak khiyar.

Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak khiyanurut
Ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh uyeug merusak objek
jual-beli itu dan mengurangi nilainya menurut teadpara pedagang.

Tetapi, menurut ulama Malikiyah dan Syafiiyah selu cacat yang
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menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilarsyr yang diinginkan
daripadanya.
Adapun syarat-syarat berlakunydniyar al-Aib menurut para
pakar figih, cacat pada barang itu adalah:
a) cacat itu diketahui sebelum atau setelah akagitbelum serah terima
barang dan harga; atau cacat itu merupakan cawat la
b) pembeli tidak mengetahui, bahwa pada barangdéucacat ketika akad
berlangsung.
c) ketika akad berlangsung, pemilik barang (pehjtidhk mensyaratkan,
bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.
d) cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pemizatakad.
Khiyar ar' Ru'yah
Yang dimaksud dengaKhiyar ar-Ru'yah yaitu hak pilih bagi
pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal julkly@ng ia lakukan
terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketikaddderlangsung. Jumhur
ulama figih, yang terdiri atas Ulama Hanafiyah, idigah, Hanabilah, dan
Zahiriyah menyatakan, bahwa khiyar ar-Ru'yah diagkean dalam Islam
berdasarkan Sabda Rasulullah SAW, yang mengatdi&apa yang
membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia bekhafar apabila telah
melihat barang itu". (HR. ad-Daruqutni dari Abu Hiuah).
Akad seperti ini, menurut mereka, boleh terjadedabkan objek

yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsya akad, atau karena
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sulit dilihat, seperti ikan kaleng (sardencighiyar ar-Ru'ya menurut
mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat bassngy akan ia beli.

Akan tetapi, Ulama Syafi'iyah dalam pendapat b#iMahzab
al-jadid), mengatakan bahwa jual-beli yang gaibkidah, baik barang itu
disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Olelals itu, menurut
mereka, khiyar ar-Ru'yahtidak berlaku, karena akad itu mengandung
unsur penipuan yang boleh membawa kepada persaljsitian hadis
Rasulullah SAW. menyatakan: Rasulullah SAW. melgrpmal-beli yang
mengandung penipuan. (HR .al-Jamaah) {mayoritaarpa#dis}, kecuali
al-Bukhari.

Hadis yang dikemukakan jumhur di atas, menurut kagradalah
hadis dho'if (lemah), tidak boleh dijadikan dasakum. jumhur Ulama
mengemukakan beberapa syarat berlakidhgar ar-Ru'yah yaitu:

a) Obyek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketikead berlangsung.

b) Obyek akad itu berupa materi, seperti tanahatyrdan kendaraan.

c) Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dédkan, seperti jual-beli
dan sewa menyewa. Apabila ketiga syarat ini tidafpdnuhi, menurut
Jumhur Ulama, mak&hiyar ar-Ruyahtidak berlaku. Apabila akad ini
dibatalkan berdasarkarKhiyar ar-Ru'yah menurut Jumhur Ulama,
pembatalan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1) hak khiyar masih berlaku bagi pembeli;

2) pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjsaperti pembatalan

hanya dilakukan pada sebagian objek yang dijusdoel dan
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3) pembatalan itu diketahui pihak penjual.

6) Khiyar Nagad(pembayaran) pihak melakukan jual-beli denganriktatn, jika

D.

pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau pkaak penjual tidak
menyerahkan barang, dalam batas waktu tertentua pidlak yang dirugikan
mempunyai hak untuk membatalkan akad atau tetapmgglingkannya.
Akad Nikah Muhallil

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata kategj. Dalam
Kamus al-Munawwir kata nikah disebut dengam-nikah( z\<il ) danaz
ziwaj/az-zawjtauaz-zijah( 4>} -z s -z1 50 ). Secara harfiatan-nikah
berartial- wath'u (s-3)) ), adh-dhammu( ~=!! ) danal-jam'u ( &l ). Al-
wath'uberasal dari katavathi'a - yatha'u - wath'an Uay Uy Uag ), artinya
berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, msuk& menaiki, menggauli
dan bersetubuh atau bersenggd@madh-dhammuyang terambil dari akar
kata dhamma - yadhummu — dhamm@ea -aan -aa)  secara harfiah
berarti  mengumpulkan, memegang, menggenggam, meayqt
menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memelukntamumlahkan.
Juga berarti bersikap lunak dan ramah.

Sedangkaral-jam'u yang berasal dari akar kaj@ma’'a - yajma'u -
jaman ( lrex -gex -zex ) berarti. mengumpulkan, menghimpun,

menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan memylialah sebabnya

“Ahmad Warson Al-Munawwir,Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap

Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, him. 1461.

Muhammad Amin SumaHukum Keluarga Islam di Dunia Islgndakarta: PT.Raja

Grafindo Persada, 2004, him.42-43
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mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istjiatdisebut dengaal-
jima’ mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratemua
aktivitas yang terkandung dalam makna-makna had@hkataal-jam'u?®

Sebutan lain buat pernikahan ialal-zawaj/az-ziwagdan az-zijah
Terambil dari akar kataaja-yazuju-zaujarf->s) -z s » -z'J) ) yang secara
harfiah berarti: menghasut, menaburkan benih psis@&h dan mengadu
domba. Namun yang dimaksud dengarzzawaj/az-ziwagi sini ialah at-
tazwij yang mulanya terambil dari katawwaja- yuzawwiju- tazwijasg 5. )
(L2538 -z 5_» dalam bentuk timbangafe’ala-yufa'ilu- tafilan’ -Ja& -Jz8 )

( Sb=si yang secara harfiah berarti menikahkan, mencammenemani,

mempergauli, menyertai dan memperiétrByeikh Zainuddin Ibn Abd Aziz
al-Malibary dalam kitabnya mengupas tentang pehaka Pengarang kitab
tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yamgi Eembolehan

melakukan persetubuhan dengan menggunakan l|afadekahkan. Kata

nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetahfih

Dari segi pengertian ini maka jika dikatakan: "Sib&lum pernah
nikah", artinya bahwa si A belum pernah mengkabulkatuk dirinya
terhadap ijab akad nikah yang memenuhi rukun darasiyya. Jika dikatakan:

"Anak itu lahir diluar nikah", artinya bahwa anadrdebut dilahirkan oleh

Bbid, him. 43.
2bid, him. 43-44.

?'Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibanfath al-Mu’in, Beirut: Dar al-Fikr, t.th,
him. 72.
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seorang wanita yang tidak berada dalam atau teoiledt ikatan pernikahan
berdasarkan akad nikah yang sah menurut hukum.

Dalam pasal 1 Bab | Undang-Undang No. 1 Tahun 18irdatakan;
"Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seofamydengan seorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk lgdu@umah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Msdi%E

Dalam konteksnya dengan pernikalmaahallil, maka yang dimaksud
dengan nikahmuhallil adalah nikah untuk menghalalkan mantan istri yang
telah ditalak tiga kali. Menurut Ibnu Rusyd, nikaluhallil adalah nikah yang
dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yanghtelitalaq tiga kalff®
Secara etimologiahlil berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah
haram. Kalau dikaitkan kepada nikah akan berartrbyman yang
menyebabkan seseorang yang semula haram melangsunidah menjadi
boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkanliniialaorang lain
melakukan nikah itu disebuhuhallil, sedangkan orang yang telah halal
melakukan nikah disebabkan oleh nikah yang dilakukeuhallil dinamai
muhallallah®

Nikah tahlil dengan demikian adalah nikah yang dilakukan untuk

menghalalkan orang yang telah melakukan talak digfak segera kembali

“Muhammad Amin Sumagp. cit him. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
(INPRES No 1 Tahun 1991), pernikahamitsaagan ghalizharmenurut hukum Islam adalah
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat aghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah.

“Ibnu RusydBidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Mugtasiduz I, Beirut: Dar Al-Jil,
1409 H/1989, him. 44.

%Amir Syarifuddin, Hukum Nikah Islam di Indonesidakarta: Prenada Media, 2006,
him.. 103.
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kepada istrinya dengan nikah baru. Bila seseoralafp imenceraikan istrinya
sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbesa, si suami tidak
boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuala istrinya itu telah
menikah dengan laki-laki lain, kemudian berceran tiabis pula iddahnya.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat att&ah ayat 230:

(230,201 55 g 258 £5 435 e 0 34 36 il 0
Artinya: Kemudian jika suami menalaknya (setelallak yang kedua), maka

perempuan itu tidak halal lagi baginya kecuali ldia telah kawin
dengan suami lain. (QS. al-Bagarah: 2%0).

Yang dimaksud dengan menikah dengan laki-laki détam ayat
tersebut bukan hanya sekadar melakukan akad ni&tpi lebih jauh telah
melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknyalqgm suami istri
pada umumnya.

Suami kedua yang telah mengawini perempuan iturgdmasa dan
kemudian menceraikannya dengan cara biasa sehguggai pertama boleh
kawin dengan mantan istrinya itu sebenarnya daigabdtmuhallil. Namun
tidak diperkatakan dalam hal ini, karena nikahngtaht berlaku secara
alamiah dan secara hukufn.

Suami yang telah menalak istrinya tiga kali ituirsgringin kembali
lagi kepada bekas istrinya itu. Kalau ditunggu cseag biasa menurut

ketentuan nikah yaitu mantan istri kawin dengannsukedua dan hidup

secara layaknya suami istri, kemudian karena shatuyang tidak dapat

¥Depag RIAI-Quran dan Terjemahny&urabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, him. 56.
¥Djamaan NurFigih Munakahat Semarang: Dina Utama, 1993, him. 43 — 44.
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dihindarkan suami yang kedua itu menceraikan igrimlan habis pula
iddahnya, mungkin menunggu waktu yang lama. Untukmpercepat
maksudnya itu ia mencari seorang laki-laki yangnakaengawini bekas
istrinya itu secara pura-pura, biasanya denganussyrat bahwa setelah
berlangsung akad nikah segera diceraikan sebelunpagedigaulinya. Ini
berarti kawin akal-akalan untuk cepat menghentiaatu yang diharamkan.
Atau sengaja melakukan nikah secara akal-akalawkumbempercepat
berlangsungnya nikah suami pertama dengan mantiamys&s Nikah akal-
akalan seperti inilah yang, disebut nikalhlil dalam arti sebenarnya. Suami
kedua disebumuhallil dan suami pertama yang merekayasa nikah kedua
disebutmuhallallah®

Nikah tahlil biasanya dalam bentuk persyaratan yang dilakukan
sebelum akad atau syarat itu disebutkan dalam ocakad, seperti: "Saya
kawinkan engkau kepadanya sampai batas waktu emg&aggaulinya”; atau
"Saya kawinkan engkau dengan syarat setelah engkaghalalkannya tidak
ada lagi nikah sesudah itu"; atau "saya kawinkagk@&m kepadanya dengan
ketentuan setelah engkau halalkan segera menalakbgdam bentuk ini
nikah tahlil nikah dengan akad bersyarat. Nikiahlil ini tidak menyalahi
rukun yang telah ditetapkan; namun karena niatgr@ang mengawini itu
tidak ikhlas dan tidak untuk maksud sebenarnyagamiki dilarang oleh Nabi
dan pelakunya baik laki-laki yang menyuruh kawimmuballallah) atau laki-

laki yang menjadi penghalal itm(hallil) dilaknat.

21.

%Slamet Abidin dan Aminuddirfigih Munakahat Bandung: Pustaka Setia, 1999, him.



